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Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Perkumpulan yang diberi nama Konfederasi 
Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dalam hal ini diwakili oleh Presiden dan Sekretaris 
Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI). 
Dalam kualifikasinya sebagai organisasi buruh yang berbentuk konfederasi, Pemohon memiliki 
tujuan dan fungsi, yaitu a.) menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh untuk memperoleh 
perlindungan hukum, kondisi kerja, hidup, dan upah yang layak; b.) menegakan hukum, keadilan, 
demokrasi, dan hak asasi manusia; c.) berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan 
politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan, isu soisal, dan perekonomian; d.) berperan memengaruhi kebijakan umum 
yang berhubungan dan/atau berdampak terhadap ketenagakerjaan; dan e.) memperjuangkan 
pembuatan peraturan ketenagakerjaan yang mencerminkan demokrasi yang berkeadilan sosial. 
Pemohon menerangkan kerugian konstitusional dimaksud terjadi pada proses perencanaan, 
penyusunan dan pembahasannya UU 6/2023, yaitu terabaikannya hak konstitusional Pemohon 
dalam memperjuangkan hak secara kolektif dan hak mengeluarkan pendapat dalam proses 
perencanaan, penyusunan, dan pembahasannya UU 6/2023 guna berperan aktif dalam proses 
pengambilan keputusan politik terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan 
ketenagakerjaan; 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon 
adalah pengujian formil Undang-Undang in casu UU 6/2023 terhadap UUD 1945, yang menjadi 
salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat 
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(1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah 
berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 
final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelasan 
apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 
putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 
tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah 
kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) 
huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 
Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan, Pemohon wajib menguraikan 
dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan 
UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 
tersebut secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 baik dalam pengujian formil maupun pengujian 
materiil, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

Mengenai kedudukan hukum, Pemohon juga memiliki hubungan pertautan langsung 
dengan UU 6/2023 karena materi muatan norma dalam UU 6/2023 berkaitan erat dengan bidang 
ketenagakerjaan yang menjadi perhatian utama Pemohon untuk memperjuangkan hak-hak 
buruh/pekerja sebagai upaya meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Dengan demikian, 
menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai 
inkonstitusionalitas pembentukan/persetujuan UU 6/2023, Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan a quo; 

Pokok Permohonan 

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa 
bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, Mahkamah 
selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: 

1. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo, Mahkamah telah memberikan 
pandangannya terkait “persidangan yang berikut” sebagaimana diatur dalam ketentuan 
Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 yang telah diputus oleh 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, bertanggal 2 
Oktober 2023, sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, khususnya dalam pertimbangan 
hukum pada Sub-Paragraf [3.14.6] dan Sub-Paragraf [3.14.7]. Setelah membaca secara 
saksama pertimbangan hukum tersebut, oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh 
Pemohon pada hakikatnya sama dengan apa yang telah diputus sebelumnya oleh 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, terlebih, esensi 
yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara 54/PUU-XXI/2023 
yakni mempersoalkan terkait “persidangan yang berikut”. Dengan demikian, pertimbangan 
hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 mutatis mutandis 
berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan a quo. Dengan demikian, berdasarkan 
uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan 
UU 6/2023 baru mendapat persetujuan DPR dalam masa sidang ke-2 (dua) setelah Perppu 
2/2022 ditetapkan, sehingga Pengesahan Perppu 2/2022 menjadi UU 6/2023 bertentangan 
dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah tidak beralasan 
menurut hukum; 
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2. Bahwa Pemohon mendalilkan pengambilan keputusan persetujuan DPR atas RUU tentang 
Penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 –2023, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 
2023 tidak memenuhi jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat (kuorum), 
menurut Mahkamah perhitungan jumlah akhir kehadiran anggota DPR RI yang memenuhi 
jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat (kuorum) merupakan suatu 
keharusan. Oleh karenanya, pelaksanaan konfirmasi dan verifikasi keabsahan dari anggota 
DPR RI secara periodik melalui Setjen DPR RI, merupakan wujud sikap kehati-hatian yang 
perlu dilakukan guna mencegah terjadinya potensi pelanggaran terhadap Tatib DPR RI 
1/2020, khususnya berkenaan dengan kuorum. Selain itu, tidak terdapat bukti lain yang 
diajukan oleh Pemohon berkenaan adanya keberatan maupun interupsi dari para peserta 
rapat yang hadir baik secara fisik maupun virtual berkenaan dengan jumlah anggota DPR 
RI yang tidak memenuhi kuorum dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 21 Maret 2023 
tersebut. Adapun, dalam  Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan 
Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah 
disepakati oleh 7 (tujuh) Fraksi dan ada 2 (dua) Fraksi yang menyatakan tidak setuju, yaitu 
Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam hal ini, keberatan 
tersebut hanya berkenaan dengan persetujuan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa rapat paripurna dengan agenda 
Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhinya syarat kuorum untuk 
mengesahkan RUU a quo. Terlebih, berdasarkan ketentuan Tatib DPR RI 1/2020 Pasal 313 
ayat (1) yang pada pokoknya pengambilan keputusan suara terbanyak adalah sah apabila 
dihadiri oleh anggota dan unsur Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) 
dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir. Dengan demikian, 
dalil Pemohon mengenai pengambilan keputusan persetujuan DPR atas RUU tentang 
Penetapan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022–2023, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 
2023 tidak memenuhi jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat (kuorum) 
adalah tidak beralasan menurut hukum; 

3. Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi asas 
kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, karena karena banyak menghapus 
materi dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnya terhadap 9 
Pasal yakni, Pasal 161 sampai dengan Pasal 169, dan Pasal 172 pada Bab IV 
Ketenagakerjaan, Bagian Kesatu Umum serta asas kejelasan rumusan, karena karena 
terdapat kata atau istilah yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya 
sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dan huruf f, UU 12/2011, Terhadap dalil Pemohon 
a quo, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam hal pengujian formil pembentukan 
undang-undang pada umumnya berbeda dengan pembentukan undang-undang yang 
berasal dari perppu. Sementara itu, Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU 6/2023 
tidak memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta asas 
kejelasan rumusan. Oleh karena UU 6/2023 adalah undang-undang yang berasal dari 
perppu dan pengujian permohonan a quo adalah pengujian formil, sedangkan dalil 
Pemohon adalah berkenaan dengan pengujian materiil, menurut Mahkamah dalil Pemohon 
a quo tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut; 

4. bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkenaan dengan pembentukan UU 6/2023 tidak 
memenuhi asas keterbukaan karena minimnya keterlibatan partisipasi masyarakat 
termasuk Pemohon. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo, Mahkamah telah 
memberikan penilaiannya terkait “pemenuhan asas keterbukaan dalam UU 6/2023” 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011, yang telah diputus oleh 
Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, yang telah 
diucapkan sebelumnya, khususnya dalam pertimbangan hukum Sub-Paragraf [3.15.5] dan 
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Sub-Paragraf [3.15.6]. Setelah membaca secara saksama pertimbangan hukum tersebut, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, oleh karena isu konstitusional 
yang didalilkan Pemohon dalam permohonan a quo, pada intinya tidak berbeda dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana yang telah 
diucapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum 
terhadap dalil Pemohon dalam permohonan a quo. Dengan demikian, dalil Pemohon 
berkenaan dengan pembentukan UU 6/2023 tidak memenuhi asas keterbukaan karena 
minimnya keterlibatan partisipasi masyarakat termasuk Pemohon adalah tidak beralasan 
menurut hukum; 

5. Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 sebagaimana diuraikan pada Paragraf 
[3.14] dan Paragraf [3.17] di atas, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi 
Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki 
pendapat berbeda (dissenting opinion). Terhadap perkara a quo, keempat Hakim Konstitusi 
tersebut tetap memiliki pendapat yang sama sebagaimana dalam pendapat berbeda 
(dissenting opinion) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang 
telah diucapkan sebelumnya. 

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah 
ternyata proses pembentukan UU 6/2023 secara formil tidak bertentangan dengan UUD 1945. 
Oleh karena itu, UU 6/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-
dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

Selanjutnya Mahkamah, menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan 
Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 


